
PERA1URAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 

NOMOR 02 TAHUN 2003 

.. 	 TENTANG 

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TlMUR TAHUN 
ANGGARAN 2002 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 

Menimbang 	 bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 
2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada 
Pasal 7 ayat (2) dimana Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah; 

Mengingat 1. 	 Undang- undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan 
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 1956; 
Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 1106); 

2. 	 Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3839); 

3. 	 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 

4. 	 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah ( Lembaran' Negara Tahun 2000 Nomor 246; 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ); 

5. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952); 

6. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201; Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4021); 

7. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ); 
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8. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang 
dan Pertanggung jawaban dalam Pelaksanaan 
Dekonsentrasi dan Tugas (Lembaran Negara Tahun 2000 

;; Nomor 203; Tambahan Lembaral} Negara Nomor 4023); 

9. 	 Pemerintah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Cara 
Pertanggungjawaban Kepala (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 209, Tambahan Lembaran Nomor 4027); 

10. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang 
Petunjuk I Pedoman Tata Bendaharawan Daerah; 

11. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang 
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Jo. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 2 Tahun 1996; 

12. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang 
Tuntutan Perbendaharaan dan tunMan Ganti Rugi Keuangan dan 
Barang 

13. 	 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1 tentang 
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah 
serta Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah; 

14. 	 Keputusan Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang 
Penggunaan Sistem Digit dalam Anggaran Pendapatan 
Daerah; 

15. 	 Keputusan Menteri Dalam Negeri 110 Tahun 1998 tentangI\U"IrY11"'1r 

Benluk dan Susunan Anggaran Daerah; 

16. 	 Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2002 
tentang Anggaran dan 
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 

17. 	 Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2002 
ten tang Pajak Kendaraan Bermotor Balik Nama Kendaraan 
Bermotor ( PKB-BBNKB ); 

18. 	 Peraturan Daerah Propinsi Timur Nomor 05 Tahun 2002 
tentang Pajak Bahan Kendaraan Bermotor ( PBB-KB ); 

19. 	 Peraturan Propinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2002 
tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan 
Air Permukaan; 

20. 	 Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2002 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur 
Tahun Anggaran 2002; 

http://www.bphn.go.id/


